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Alih daya kerap menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia, beragam penolakan khususnya
dari kaum pekerja kerap terjadi, namun praktek outsourcing tetap dilaksanakan karena merupakan sebuah
solusi efisiensi dalam dunia usaha. Rumusan masalah pada thesis ini adalah 1. Bagaimanakah konsep serta
pengaturan dan perlindungan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?; 2. Bagaimanakah

pel aksanaan dan kendala terhadap perlindungan pekerjaalih daya pasca diberlakukannya Undang-Undang
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan 3. Bagaimanakah pengaturan alih daya yang berkeadilan serta
memberikan perlindungan bagi pekerja alih daya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif
bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan
kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian yakni: 1. Dalam alih
daya, terdapat tiga pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu perusahaan pemberi pekerjaan,
perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan hukum melalui
perjanjian penyerahan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima
pekerjaan, sertayang kedua adalah perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pihak
pekerjalburuh. Alih daya diatur dalam Undang-Undang K etenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta K erja Pelaksanaan alih daya diatur dalam
peraturan pel aksana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP No. 35 Tahun 2021; 2. Setelah berlakunya
Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan format ulang perjanjian kerja dan perjanjian alih daya dengan
memperhatikan perkembangan terakhir bisnis alih daya paska berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan
PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat beberapa kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja alih daya pasca
keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Skema co-employment dapat diadopsi dalam hukum Indonesia
untuk menerapkan adanya hubungan antara perusahaan pemberi kerja dan pekerja. Perusahaan pemberi
kerja dan perusahaan alih daya secara bersama-sama berperan sebaga pengusaha atau majikan terhadap
pekerja. Selain itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam perlindungan hukum dan pengawasan bagi
pekerjaaih daya.

...... Outsourcing often becomes problem in employment in Indonesia, various rejections, especially from
workers, often occur, however the practice of outsourcing is still carried on asit isan efficient solutionin
the business world. Formulations of problem in thisthesis are 1. How is the concept, regulation, and
protection of outsourcing under employment law in Indonesia?; 2. How is the implementation of
outsourcing and obstacles on the legal protection of outsourced workers post the validity of Law No. 11

Y ear 2020 on Job Creation; and 3. How is the equitable arrangements and provide legal protection for
outsourced workers? This research uses a descriptive juridical-normative approach. The type of data used is
secondary data through tracing legal literature and literature and is complemented by interviews with
informants. The results of the study are: 1. In outsourcing, there are three parties that carry out legal
relations, which are the employer company, the job recipient company and the worker/labor who are bound
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by legal relationship through work outsourcing agreement between the employer company and the job
recipient company, and the second is employment agreement between the job recipient company and the
worker/labor. Outsourcing is regulated in the Employment Law, namely Law No. 13 of 2003 which was
later amended by the Job Creation Law, and further regulated on PP No. 35 of 2021; 2. After the enactment
of the Job Creation Law, areformat of work agreements and outsourcing agreements must be carried out by
taking into account the latest developments in the outsourcing business after the enactment of the Job
Creation Law and PP No. 35 of 2021. There are severa obstaclesin legal protection for outsourced workers
after the enactment of the Job Creation Law. 3. The co-employment scheme can be adopted in Indonesian
law to implement the relationship between the employer and the worker. Employers and outsourcing
companies jointly act as employers or employers towards workers. In addition, it is necessary to make some
improvementsin legal protection and supervision for outsourced workers.



